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Abstrak 
 
Telah dilakukan penelitian berbasis komunitas (Community Based Research) pada pelaku Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) olahan salak di Desa Wonokerto Turi Sleman. Penelitian 
bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari implementasi jaminan produk halal pada pelaku usaha 
tersebut. Metode penelitian ini adalah kualitatif yang berusaha mengungkap dan mengkaji kesiapan 
UMKM dalam mengimplementasikan jaminan produk halal, melalui pemilihan 20 responden UMKM 
yang dipilih secara purposive sampling, dengan dasarkan pada pengetahuan dan pengalaman dalam 
produksi olahan salak antara lain konsistensi produksi, pasar/tempat pemasaran, ijin PIRT dan 
tempat/wilayah UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Jaminan Halal (SJH) yang 
semula belum dimiliki oleh 20 UMKM, pada akhinya telah berhasil disusun dalam bentuk 
draft/rancangan SJH yang siap diajukan sertifikasi halal ke LPPOM. Penyusunan SJH dilakukan 
melalui sosialisasi, edukasi dan pendampingan secara kontinou kepada 20 UMKM dan didukung oleh 
BUMDes Wonokerto. 
 
Kata Kunci: Community Based Research, UMKM Desa Wonokerto, Sistem Jaminan halal 
 
Pendahuluan 
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan pelaku ekonomi nasional yang mempunyai peran yang 
sangat penting dalam pembangunan perekonomian, karena usahanya mampu memperluas lapangan kerja dan 
memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat. Menurut Kepala dinas UMKM dan Koperasi DIY, 
95% perekonomian DIY di topang oleh UMKM. Oleh karena itu, peran UMKM sangatlah strategis dalam 
mendukung perekonomian nasional. 
Istilah UMKM mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 
200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Menurut data dari Dinas Perindustrian, Perdagangan 
dan Koperasi Yogyakarta pada bulan Agustus 2018, jumlah UMKM yang terdaftar keseluruhan berjumlah 2083 
UMKM. Dari jumlah tersebut yang bergerak di bidang pengelolaan pangan berjumlah 943 UMKM.  
Banyaknya jenis usaha pengelolaan pangan menghasilkan ketersediaan aneka jenis produk pangan yang 
beredar di masyarakat. Hal ini menjadi potensi pasar yang cukup besar. Namun demikian, jaminan produk halal bagi 
produk pangan yang beredar belum didapatkan mengingat tidak semua UMKM bidang pangan telah memiliki 
sertifikasi Halal LPPOM MUI (Maryati, 2016). Menurut situs resmi LPPOM MUI DIY, belum semua UMKM 
tersertifikasi halal (halaljogja.or.id). UMKM diharapkan memberikan perlindungan dan hak setiap muslim 
mengetahui status kehalalan pangannya (Maulidia, 2013). 
Menurut Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi DIY, terdapat 2000 UMKM pangan yang tersebar 
diberbagai wilayah DIY, dan hanya 20% yang telah tersertifikasi halal LPPOM MUI (republika.co.id -Mei, 2018). 
Daftar UMKM di atas meliputi semua produk pangan baik katagori usaha kecil, usaha mikro, maupun usaha 
menengah.  
Sebagaimana dilaporkan oleh Maryati (2016), salah satu faktor keengganan pelaku usaha dalam mengurus 
sertifikasi halal adalah kesiapan dan kelengkapan syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan tersebut. Terdapat 
rantai yang cukup panjang dalam pengurusan sertifikat halal LPPOM. Selain itu, sedikitnya informasi yang 
memadai dalam tata cara melengkapi dokumen serta keuntungan yang didapatkan UMKM bila telah mendapatkan 
sertifikasi halal juga menjadi salah satu sebab kurangnya support halal pada produk UMKM. 
Beberapa penelitian tentang proses sertifikasi halal telah dilakukan, diantaranya faktor kendala sertifikasi 
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halal pada produk pangan beku (Frozen Food) (Maryati, 2016); olahan pangan hewani (Ma’rifat. 2017), pentingnya 
jaminan halal bagi produk pangan (Maulidia, 2013) dan bagi pengusaha rumah makan (Rezfi, 2016). Sejauh 
penelusuran pustaka, belum ada penelitian tentang jaminan produk halal pada produk olahan salak. Adapun 
penelitian menggunakan subjek Desa Wonokerto diantaranya adalah pendampingan perijinan PIRT (Farihah, 2017) 
dan analisis tata niaga buah salak (Dewi, 2014). 
Proses pengajuan sertifikat halal berdasarkan ketentuan dari LPPOM-MUI saat ini adalah sebagai berikut: 
Pelaku usaha harus memahami persyaratan sertifkasi halal dan mengikuti pelatihan sistem jaminan halal serta 
menerapkannya, melengkapi dokumen: daftar produk, daftar bahan dan dokumen bahan, matriks produk, manual 
sistem jaminan halal, diagram alir proses, daftar alamat fasilitas produksi, bukti sosialisasi kebijakan halal, bukti 
pelatihan internal dan bukti audit internal, melakukan pendaftaran sertifikasi halal, melakukan  monitoring pre-
audit dan pembayaran akad sertifikasi, pelaksanaan audit, melakukan monitoring pasca audit, memiliki izin edar 
PIRT/ MD, memiliki izin edar MD untuk produk yang beresiko tinggi. Seluruh persyaratan tersebut dapat disiapkan 
oleh pelaku usaha kecuali izin edar MD dari BPOM dan IUI/IUMK dari Kecamatan. Dengan banyaknya ketentuan 
dan dokumen yang harus dipenuhi tersebut maka sertifikasi halal yang saat ini masih bersifat sukarela (voluntary) 
tidak menjadikan sesuatu yang wajib dilakukan oleh UMKM dalam mensupport produk pangannya (Maryati, 2016; 
Maulidia, 2013).  
Desa Wonokerto memiliki produk unggulan olahan salak melalui keberadaan UMKM yang produktif 
menghasilkan aneka pangan olahan salak. Dari semua UMKM yang terdapat di Desa Wonokerto, belum ada satupun 
UMKM telah tersertifikat halal LPPOM. Hal ini menjadi persoalan mengingat potensi ekonomi masyarakat Desa 
Wonokerto cukup besar dari usaha olahan salak ini. Adanya UU wajib halal yang diberlakukan sejak 17 Oktober 
2019 juga menjadi pendorong perlunya disegerakan sertifikat halal LPPOM bagi produk olahan salak dari Desa 
Wonokerto. 
Paper ini mempublikasikan hasil penelitian dalam penyusunan Sistem Jaminan Halal UMKM produk olahan 
salak di Desa Wonokerto Turi Sleman, yang melibatkan 20 UMKM binaan. Berdasarkan identifikasi dan klasifikasi 
produk olahan salak, maka disusun rancangan Sistem Jaminan Halal dari UMKM tersebut, untuk selanjutnya 
diajukan ke LPPOM MUI DIY.  
 
Metode Penelitian 
Kegiatan utama dalam penelitian berbasis komunitas masyarakat ini adalah melakukan observasi dan 
sosialisasi, solusi problem, pendampingan pengisian SJH dan pengurusan dokumen, serta evaluasi program. yang 
terbagi dalam 6 tahapan pelaksanaan flowchart Gambar 1 :  
 
 
 
Gambar 1. Alur tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian 
1. Observasi dan Sosialisasi Program  
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Observasi dan sosialisasi program kegiatan dilakukan kepada perangkat Desa sekaligus menyerap informasi 
tentang keberadaan UMKM olahan buah salak di Desa Wonokerto serta bekerjasama dengan UMKM dalam 
mendukung produk pangan yang tersupport halal: 
- Menjalin Kerjasama dengan Desa Wonokerto khususnya Badan Usaha Milik Desa (BUMIDES) serta 
kerjasam dengan UMKM sebagai subjek/mitra. 
- Berkunjung ke lokasi UMKM untuk mengetahui secara langsung rantai suplai, proses produksi hingga 
pemasaran. 
- Mengidentifikasi dan mengklasifikasi problem UMKM dalam upayanya menghasilkan produk yang 
tersertifikasi halal 
 
2. Solusi Problem 
a. Tahap Persiapan  
Tahap ini meliputi koordinasi dengan pemerintahan setempat, dari perizinan dan penyusunan jadwal kegiatan, serta 
mengidentifikasi UMKM sebagai mitra sebanyak 20 UMKM pangan berkomoditi olahan buah salak. 
b. Tahap Pelaksanaan   
Tahap ini terdiri dari:  
1. Focuss Group Discussion (FGD) dengan UMKM mitra dan pengelola BUMDES menawarkan solusi problem  
2. Edukasi kepada UMKM mitra dilakukan dalam 3 tahap pelaksanaan: 
A. Makanan dalam lingkup halal dan haram; Penelusuran titik kritis pangan; dan  Keamanan pangan 
B. Sosialisasi UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal; dan Panduan pengisian SJH  
C. Halal supply chain 
3. Pendampingan pengisian SJH, dilakukan secara mandiri atau on site tempat UMKM. Tahap ini meliputi 
pelaksanaan dalam penerapan Sistem Jaminan Halal antara lain :  
    a.   Identifikasi Jenis Produk yang akan Disertifikasi   
b. Identifikasi Bahan Baku dari Produk yang akan Disertifkasi   
c. Identifikasi Alur Proses Produksi  
d. Penerapan Teknis Sistem Jaminan Halal   
e. Penyusunan Dokumen Sistem Jaminan Halal 
4. Pendampingan pengurusan dokumen pendukung sertifikasi halal dari UMKM terpilih, dilakukan dengan 
mendaftarkan secara administrasi ke LPPOM MUI DIY.  
c. Tahap Evaluasi dan Pengawasan Program 
Evaluasi dilakukan pada setiap tahap dari kegiatan. Evaluasi akhir juga dilaksanakan di akhir program sekaligus 
pemantauan progress pengurusan sertifikasi halal LPPOM MUI DIY.  
 
Hasil Dan Pembahasan 
Desa Wonokerto Turi Sleman 
Desa Wonokerto merupakan salah satu desa di Kecamatan Turi wilayah Kabupaten Sleman. Desa wonokerto 
terletak di lereng gunung merapi dengan ketinggian 400 s/d 900 m dari permukaan air laut. Sumber utama 
perekonomian Desa Wonokerto adalah sektor pertanian/perkebunan dan wisata. Komoditas unggulan sektor 
pertanian/perkebunan Desa Wonokerto adalag penghasil buah salak terutama salak pondoh. 
 Salak pondoh merupakan salah satu jenis salak yang dominan berasa manis dengan nama latin Sallaca edulis 
Reinw cv Pondoh yang kemudian menjadi Salacca Zalacca (Gartner Voss, Schuling & Mogea, 1992 dalam 
Purnomo, 2000). Di Indonesia, buah salak memiliki dua varietas yaitu Salacca Zalacca var. Zalacca yang dikenal di 
Jawa; dan Salacca Zalacca var. Amboinesse Mogea yang dikenal di Bali dan Ambon. Penamaan salak selanjutnya di 
dasarkan pada asal-usul budi daya salak yaitu disebut sebagai salak condet, salak bali, salak manonjaya, serta salak 
pondoh.  
Desa Wonokerto menjadi subjek dalam penelitian ini berdasarkan karena, pertama; Desa Wonokerto sebagai 
salah satu desa dari empat desa di kecamatan Turi yang menghasilkan salak terbesar dalam tiap tahun (BPS Kab. 
Sleman 2013). Banyak UMKM sebagai sentra pengolahan industri buah salak yang menunjang keberlangsungan 
ekonomi masytarakat desanya, dengan jumlah kurang lebih 50 UMKM. Berdasarkan wawancara dengan Kasi 
Kesejahteraan Desa Wonokerto, Bapak tauhid Arimunanto, bahwa belum ada UMKM olahan buah salak produk 
Desa Wonokerto yang tersertifikasi halal LPPOM MUI. Kedua; Desa Wonokerto merupakan desa yang potensial 
secara ekonomi untuk dikembangkan sebagai desa wisata. Untuk mendukung tersebut, maka diperlukan komoditas 
yang mendukung diantaranya ketersediaan produk olahan pangan hasil Desa Wonokerto yang tersertifikasi halal. 
Adanya produk pangan yang tersertifikasi halal ini selain menyongsong implementasi UU JPH No 33 Tahun 2014, 
juga menjadi salah satu dasar dikembangkannya wisata halal. Salah satu desa wisata di Wonokerto yang telah diakui 
oleh pemerintah daerah adalah desa wisata Pulesari. 
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Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Wonokerto Dharma Utama  
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha atau lembaga sosial yang didirikan dan 
dikembangkan oleh masyarakat berdasarkan sumber daya lokal. Fungsi utama pendirian BUMDes adalah untuk 
membantu perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat melalui peran pemerintah sebagai 
fasilitator, adapun mekanisme operasional dikelola oleh masyarakat. Keberadaan BUMDes terpisah dari 
pemerintahan desa sehingga masyarakat sebagai pengelola lebih mandiri dan independen.  
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diatur dalam Undang-undangan No. 32 tahun 2004 dan Peraturan 
Pemerintah No. 71 Tahun 2005. Dengan adanya BUMDes dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk 
mengembangkan potensi desa guna menggerakkan perekonomian masyarakat menuju desa yang sejahtera. 
Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa BUMDes diberi wewenang untuk mengelola 
potensi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. meningkatkan pendapatan asli desa, 
meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan menjadi tulang punggung 
peratumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan. Karakteristik dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu 
berbentuk badan hukum, berusaha di bidang perekonomian (seperti jasa, manufaktur, industri, dan perdagangan), 
modal terdiri dari penyertaan PEMDes dan penyertaan masyarakat dengan perbandingan 51% dan 49%, menjadi 
pusat kegiatan ekonomi masyarakat desa, menjadi salah satu sumber pendapatan Desa, dan memberikan layanan 
pada masyarakat (Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) 
Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007) 
Desa Wonokerto memiliki BUMIDes yang bernama Dharma Utama. BUMDes Dharma Utama didirikan pada 
tahun 2015 yang memiliki  empat kegiatan  usaha yaitu pasar desa, perkereditan, dan pariwisata (Zandri, 2018). 
Pengelola BUMDes terdiri dari tiga orang yaitu manager, bendahara dan sekretaris. Dalam perkembangannya 
BUMDes Dharma Utama ikut membawahi beberapa UMKM produk lokal desa Wonokerto yang kurang lebih 
berjumlah 30 UMKM. Beberapa produk lokal yang dihasilkan oleh BUMDes antara lain: 
1. Aneka Makanan 
- Wajik Salak 
- Kerupuk Kedelai 
- Bakso Goreng 
- Minyak Blondo 
- Peyek Bayam 
- Slondok 
- Keripik Belut 
- Keripik Daun Singkong  
- Keripik Pegagan/Regedek  
- Keripik Kenikir 
- KeripikBayam 
- Geplak Salak 
- Bakpia Salak 
- Ceriping Singkong 
- Egg Roll Cassava 
- Wingko Telo 
- Bolu Gulung Cassava 
- Dodol Salak 
- Jenang Salak 
- Melinjo Cake 
- Wingko Salak 
- Jenang Salak 
- Brownies Talas 
- Bolu Salak 
- Bolu Pandan Keju 
- Slondok 
- Nastar 
- Kerupuk Kedelai 
 
2. Aneka Minuman 
-  Sirup Salak 
-    Manisan Salak 
-    Minuman Sari Salak 
 
Sistem Jaminan Halal (SJH) 
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Sistem Jaminan Halal (SJH) merupakan sebuah sistem manajemen jaminan halal yang dimiliki oleh LPPOM 
sebagai lembaga penyedia sertifikasi halal yang diakui pemerintah Indonesia. Dalam SJH, berisi ikrar dan komitmen 
untuk bekerja dalam sistem halal dari perusahaan atau pelaku usaha sebagai produsen dalam seluruh rangkaian 
proses produksi mulai penggunaan bahan baku hingga proses pemasaran sampa pada tangan konsumen. Adapun 
secara spesifif, Sistem Jaminan Halal merupakan sebuah sistem yang disusun dan dilaksanakan perusahaan atau 
pelaku usaha pemegang sertifikat halal dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sehingga 
produk yang dihasilkan dapat dijamin kehalalannya (LP POM MUI, 2008).  
Menurut Apriyantono (2014), pengembangan sistem jaminan halal didasarkan pada konsep Total Quality 
Management (TQM) yang terdiri atas empat unsur utama yaitu komitmen, kebutuhan konsumen, peningkatan tanpa 
penambahan biaya, dan menghasilkan barang setiap waktu tanpa rework, tanpa reject, dan tanpa inspection. Dalam 
prakteknya, penerapan sistem jaminan halal didesign untuk menghasilkan sistem yang ideal, yaitu zero limit, zero 
defect dan zero risk (three zero concept). Hal ini berarti tidak ada material haram pada level apapun (zero limit), 
tidak memproduksi produk haram (zero defect), dan tidak ada resiko merugikan yang diambil bila 
mengimplementasikan sistem ini (zero risk).  
 
Sistem Jaminan Halal (SJH) UMKM Olahan Salak  
Penyusunan draft rancangan SJH UMKM Olahan Salak diawali dengan tahapan sebagai berikut: 
a. Menggali informasi dari pengelola BUMDes selaku lembaga yang membawahi UMKM di Desa Wonokerto 
Turi Sleman. Berdasarkan data BUMDes terdapat kurang lebih 30 UMKM yang tersebar di 14 Padukuhan di 
Desa Wonokerto (Tunggularum, Gondoarum, Sempu, Manggungsari, Imorejo, Jambusari, Dukuhsari, 
Banjarsari, Pulesari, Kembang, Pojok, Sangurejo, Becici, Dadapan). Setiap UMKM dapat menghasilkan lebih 
dari 1 jenis produk. Sebagai contoh; UMKM Dewi Pule yang dikelola oleh management desa wisata Pulesari, 
menghasilkan lebih dari 10 jenis produk olahan salak (Bakpia, Jenang, Wingko, Wajik, Bronis, Keripik, 
Geplak, Enting-enting, Nogosari, Sirup).   
b. Observasi dan Studi Lapangan ke 20 UMKM terpilih. Pemilihan 20 UMKM ini didasarkan pada kepemilikian 
No PIRT (Farihah, 2017) dan konsistensi produksinya. 20 UMKM tersebut tersebar di 4 Padukuhan, yaitu: 
- Jaya Family di Sempu 
            - Kelompok Wanita Tani Sidoarum di Gondoarum 
            - Kelompok Wanita Tani (KWT) Srikandi di Sempu 
            - Dewi Pule Dawis 1 di Pulesari 
            - Dewi Pule Dawis 2 di Pulesari 
            - Dewi Pule Dawis 3 di Pulesari 
            - Dewi Pule Dawis 4 di Pulesari 
            - Dewi Pule Dawis 5 di Pulesari 
            - Dewi Pule Dawis 6 di Pulesari 
            - Salak Mas di Sidosari 
          - Salak Mas di Becici 
           - Palak Salak di Jambusari 
           - Mak Atik di Projayan 
  - Latifah Family di Imorejo 
 - Khasturi di Imorejo 
 - Kusuma Garnita di Kopen 
 - Aulia di Pojok 
 - Mommy Re di Garongan 
 - Pangsit Krispi di Kopen 
 - Hasta di Dukuhsari 
Pada tahap ini dilakukan diskusi dengan UMKM melalui sosialisasi materi SJH dan bagaimana pengisiannya. 
Materi di berikan melalui pemberian workshop terhadap 20 UMKM terpilih. Berdasarkan hasil workshop, UMKM 
diminta menentukan tim managemen, struktur organisasi pengelolaan usaha dan identifikasi rangkaian sistem 
produksi dari penyediaan bahan baku hingga proses pemasaran. Pengisian draft SJH dilakukan dengan 
pendampingan on site di tempat UMKM, di mana secara periodik peneliti mendatangi tempat UMKM.  
Berdasarkan hasil diskusi tersebut, didapatkan karakteristik UMKM olahan salak Desa Wonokerto, yaitu: 
- UMKM olahan salak merupakan industri rumah tangga, kelompok tani dan kelompok dasawisma 
(kelompok RT/RW) 
- Kesadaran produksi halal sudah cukup tinggi ditunjukkan dengan antusias dan pemahaman tentang titik 
kritis bahan 
- Managemen UMKM sangat sederhana, di mana pemilik usaha sekaligus sebagai pengelola/tim managemen  
- Sebagian besar sudah memiliki ijin produksi dari dinas kesehatan dengan mengantongi No PIRT 
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- Sebagian telah beberapa kali mendapatkan pelatihan dari dinas perdagangan dan perindustrian terkait 
pengajuan sertfikasi halal LPPOM dan pengisian SJH, namun sebagian yang lain belum pernah 
mendapatkan atau mengetahui materi ini. 
- Inventarisir dan pencatatan proses produksi dari penyediaan bahan baku dan pemasaran belum dilakukan, 
karena UMKM mengandalkan sistem kepercayaan dan gotong royong dalam proses produksinya 
- Kontinuitas produksi sudah berlangsung, dengan telah tersedianya pelanggan diantaranya dari wisatawan 
desa wisata  
 
Penyusunan Rancangan Draft Manual SJH  
Penyusunan draft manual SJH didasarkan atas karakteristik UMKM olahan salak di Desa Wonokerto. Karakteristik 
UMKM menjadi dasar penentuan dalam menyusun draft SJH. Menurut Haryady (2012), penyusunan rancangan 
draft manual SJH ini berupa kebijakan halal perusahaan, penentuan panduan halal yang akan dipakai, cakupan halal 
yang akan diterapkan, penyusunan sistem manajemen halal yang meliputi struktur organisasi manajemen halal, 
tugas dan kewenangan setiap departemen terkait yang berhubungan dengan pemenuhan standar SJH, penentuan titik 
kritis keharaman, penentuan sistem audit halal internal, penentuan pelatihan halal, dan penentuan prosedur revisi 
sistem jaminan halal, mencakup sebagai berikut:  
Merancang lay out dan manual format SJH   
Menunjuk penanggung jawab dalam penyusunan manual SJH   
Menetapkan kerangka dan struktur isi manual SJH   
Menafsirkan persyaratan SJH dan merumuskan kebijakan perusahaan  untuk masing-masing unsur standar   
Mengidentifikasi dan menunjuk orang yang tepat untuk menyusun uraian  kebijakan untuk setiap unsur standar   
Menyusun konsep manual SJH   
Mengkaji ulang konsep yang telah disusun   
Melakukan perbaikan konsep berdasarkan hasil kaji ulang   
Menerbitkan panduan manual SJH   
Keseluruhan cakupan SJH tersebut diisi oleh UMKM yang disesuaikan dengan karakteristik UMKM  
 
Kesimpulan 
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. Dalam rangka menyusun SJH UMKM olahan salak Desa Wonokerto dibutuhkan identifikasi dan 
perumusan kembali komponen-komponen dalam SJH, yang meliputi kendali dokumen, pendahuluan 
(antara lain profile perusahaan, tujuan penerapan SJH dan lingkup penerapan SJH), kebijakan halal, 
panduan halal, susunan organisasi, berbagai SOP, acuan teknis, sistem administrasi, sistem dokumentasi, 
sosialisasi dan pelatihan, komunikasi internal dan eksternal, audit internal, tindakan perbaikan, dan kaji 
ulang manajemen.  
2. Draft SJH dari 20 UMKM olahan salak di Desa Wonokerto telah berhasil disusun dengan menyesuaikan 
karakteristik masing-masing UMKM seperti kepemilikan jenis usaha, bahan baku yang digunakan dan 
proses produksi. Hasil draft SJH dari ke-20 UMKM selanjutnya dapat diteruskan pengajuannya ke LPPOM 
MUI.  
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